BUPATI BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
Kabupaten Bengkalis;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang



Menetapkan

" 10.

11,

12,

: Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun “'
,2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang - s
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara —~

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan |
Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 5539); kT

: Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 113 Tahun 2014' : e
‘ tentang Pengelolaan Keuangan Desa, : S

: MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN" :
- ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS SRS

" BABI : .
KETENTUAN UMUM _

Pasal 1.0

A0 Dalam Peraturan Bupat1 ini yang d1maksud dengan
1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

Pemerintah Daerah adalah Bupat1 sebagai unsur . -
penyelenggara: Pemerintah Daerah yang mem1mp1nf,fg'A_]
pelaksanaan = urusan pemerlntahan yang menjad1 D

~kewenangan daerah otonom ' £ RPN gt b

Bupati adalah Bupati Bengkahs , : ; o
Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten =

; Bengkahs ey
: vCamat adalah Camat dalam W11ayah Kabupaten Bengkahs » . e
Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wllayah Kabupaten -

Bengkahs

\Pemermtah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut .
' dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebaga1 unsur._‘ it
‘ penyelenggara pemerlntahan Desa.: ' ‘ gl e

Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah selan_]utnya' .

disingkat APBD. adkalah rencana keuangan tahunan 5
pemenntah Daerah e o 2 :

Anggaran - Pendapatan dan BelanJa Desa, selan_]utnya' e

. disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
i 'Pemenntahan Desa. W : e
Alokasi Dana Desa, selanJutnya d1s1ngkat ADD adalah e

dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis- -~
dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja . Daerah = -

Kabupaten Bengkahs setelah d1kurang1 Dana Aloka81
Khusus. ~ \ ‘

Alokasi Dana Desa: M1n1mal yang selan_]utnya d1s1ngkat
ADDM adalah baglan Alokasi Dana Desa yang besaran e

pembag1annya sama untuk mas1ng-masmg Desa.

Alokasi Dana Desa Proporsmnal yang selanjutnya d1s1ngkat B
ADDP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi secara '~ =
Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai S
- bobot Desa yang d1h1tung dengan rumus ‘dan vanable:_’;*w :

tertentu




‘13_.' Anggaran kas adalah dokumen perklraan arus kas masukj,l;f_
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas .

‘keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup =
, guna mendana1 pelaksanaan keglatan dalam setiap periode.

14, Surat Pertanggung]awaban yang selan_]utnya disingkat SP.J

_adalah -surat pertanggun.awaban ‘penggunaan Alokasi .

: Dana Desa yang d1buat oleh Desa penenma Aloka51 Dana ' - | :'i

Desa

- - 15. N11a1 bobot Desa selan_]utnya d1sebut BDx adalah Nilai Desa | S

yang ditentukan berdasarkan: beberapa variable 1ndependen DR

dan merupakan 1nd1kator yang dapat dlgunakan untuk -

- membedakan beban yang d1tanggung antara. satu Desa : e
dengan Desa yang la1nnya : . L

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pe_]abat Pengelola ',

' Keuangan Daerah yang selanJutnya d1smgkat DPA-PPKD
adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro . = .

keuangan/ baglan keuangan : selaku Bendahara Umum
;Daerah . L R Ly . ,

17 .\‘PeJabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyaf i

‘disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola

_ Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan]‘;* {" ; F«A
L pengelolaan APBD dan bertlndak sebaga1 bendahara umum

o daerah

|  BaABII A ‘ o
. PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA it

Pasal 2

’ (1) ADD dlanggarkan dalam APBD pada DPA PPKD i
: (2) Pengalokas1an ADD pada masmg—masmg Desa dltetapkan 74 |
dengan Peraturan Bupati setelah Anggaran Pendapatan dani i
Belan_]a Daerah Kabupaten d1sahkan S
T s
Tata cara pengalokasmn ADD kepada Desa sebaga1 benkut

a. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa”iv

j‘adalah jumlah ADDM ditambah dengan jumlah ADDP; . e
~ b. Jumlah ADDM yang diterima oleh masing-masing - Desa i

~ adalah" 70% (tyjuhpuluh perseratus) dari  jumlah Pagu :ﬁ
anggaran ADD Kabupaten d1bag1 dengan Jumlah seluruh’ S

. Desa se- Kabupaten

~"c. 'Jumlah ADDP yang dltenma oleh masmg—masmg Desa .
‘adalah 30% (tujuhpuluh perseratus) dari jumlah pagu
: anggaran ADD Kabupaten dikalikan' dengan n11a1 BDx; -

b d. BDx sebagmmana ‘dimaksud pada huruf ¢ terdiri dari
' ‘Variabel * jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas s
) w11ayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang‘ e

: masmg-masmg persentase bobotnya sebagai berikut :

1. 50% (dua puluh l1ma per seratus) untuk jumlah S

i penduduk oo
2. 30% (tiga . puluh 11ma per seratus) untuk _]umlah v
penduduk m1sk1n S il R



3 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wﬂayah dan e S
4 10% (tlga puluh per seratus) untuk tlngkat kesuhtan S
o geograﬁs ‘ , e
‘e. Sumber data variabel sebagaumana d1maksud pada huruf d_ el
- ditentukan dalam’ Peraturan Bupat1 tentang Pengalokas1an
E Alokas1 Dana Desa R o S

Pasal 4

(1) Penghltungan ADDP sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 3 5
~huruf ¢ d11akukan dengan menggunakan rumus sebagal e
= ’benkut :
: (BDXJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) X ADDP
,Keterangan i : : o d
W _=”A10kas1 Dana Desa setlap Desa yang d1h1tung
- . berdasarkan  jumlah - penduduk, - angka

. kemiskinan, luas Wllayah ‘dan t1ngkat kesuhtan“

- geografis Desa."

 BDxJP

=:‘~k'-Jurnlah bobot . penduduk setlap Desa terhadap K
S - total penduduk Desa Kabupaten R
BDx_J\PM’='}Jum1ah bobot ' penduduk: miskin setlap Desa

- terhadap - total penduduk ' mlskln Desa

e aten . BT
‘BDxLW = jumlah bobot luas vv11ayah Desa setlap Desa -

e 5 terhadap total luas w11ayah Kabupaten ‘ LR
; fBDxIKG ‘= jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG‘

o Kabupaten.
' _ADDR = pagu Alokasi Dana Desa Proporsmnal
- JP __'—-,"Jumlah Penduduk Desa i :
~JPM = Jumlah Penduduk M1sk1n Desa
o Lw = v"Luas Wllayah Desa oy L
' IKG = Indeks Kesulitan Geograﬁs Desa o

(2) Perhltungan bobot sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
d11akukan dengan rumus sebaga1 benkut ‘

~ a. Bobot _]umlah penduduk Desa (BDxJP) dengan rumus

: , ,'BDXJP = 50% bobot JP x Rasio JP ~ o S
i b..Bobot Jumlah penduduk m1sk1n (BDxJPM) dengan' e

= BDxJPM = 30% bobot JPM X Rasm JPM .
ot Bobot luas Wllayah (BDxLW) dengan rumus :

: BDxLW = 10% bobot LW x Rasio LW ; L e
‘d.~Bobot Indek Kesuhtan Geograﬁs (BDxIKG) dengan S
' ‘-BDxIKG O% bobot IKG x Ras1o IKG

(3) Pengh1tungan rasio sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) : : o
~dilakukan dengan rumus sebagal berlkut R N
oA Ras1o Jumlah penduduk Desa (RJP) dengan rumus :

i . Jumlah penduduk Desa e
Rasw JP ";j .« Total penduduk Desa se- Kabupaten S e
b Ras1o Jumlah penduduk m1sk1n Desa (RJPM) dengan g
' rumus ; L
Ras1o JPM Jumlah penduduk m1sk1n Desa

‘ Total penduduk miskin Desa se-Kabupaten ', LR



c. Ras1o luas W11ayah Desa (RLW) dengan rumus :
~luas wilayah Desa -

- Rasio LW = P “Total luas wilayah Desa se- Kabupaten LR
d ‘Rasio 1ndeks kesuhtan geograﬁs Desa (ras1o IKG) dengan e
rumus , et o
' '_ S " Indek Kesuhtan Geograﬁs
- 3 Ré-SIQIKG - Total indek kesulitan geografis Desa se-
‘ Kabupaten : S
BAB I -

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5 : 5' "

(1) Penghasﬂan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengant,, BERR R

ketentuan sebagai berikut :

‘a. ADD yang berjumlah sampa1 dengan Rp500.000. OOO 00 =
- (lima ratus: juta. rupiah)’ d1gunakan pahng banyak 60%; S A

f"(enam puluh per seratus);
b. ADD yang berjumlah lebih dari Rpsoo 000. 000,00 (hma

L ratus Juta,ruplah) sampai dengan 'Rp700.000.000,00 ‘f
© (tujuh  ratus ' juta . rupiah) - digunakan antara = .
.~ Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) Sampal-' e

i dengan paling banyak 50% (hma puluh per seratus), s o
- ¢.- ADD yang bexjumlah leblh dar1 Rp700 000. 000,00

- (tujuh - ratus - juta ruplah) ‘sampai dengan_._,‘:'1_{:ia:,:f_-‘ <
“Rp900. 000. 000, OO (semb11an ratus juta  rupiah) -

~ digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima

puluh juta rup1ah) sampai dengan palmg banyak 40%_- P

(empat puluh per seratus), dan

d. ADD yang ber_]umlah lebih- dar1 Rp900.000.000, oo‘- it
 (sembilan ratus ‘juta rupiah) dlgunakan - antara .

. Rp360.000. OOO 00 (tiga ratus enam puluh juta rup1ah)
.. sampai dengan pahng banyak 30% (tlga puluh per
L seratus) "

(2) Selam untuk penghasﬂan tetap sebaga1mana dlmaksud - e
pada ayat (1), ADD digunakan untuk belanja Desa yang = @ .
- dianggarkan dalam APBDesa sesua1 dengan ketentuanv’- A

peraturan perundang—undangan
. BaBWV |
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 6

g ‘, (1) ADD dlsalurkan kepada pemermtah Desa melalul rekenmg% i F
kas ‘Desa dan ‘merupakan bagian dari pendapatan Desa'. S

yang harus dlanggarkan dalam APBDesa

' (2) Penyaluran ADD dapat dllakukan setelah Pemerlntah Desa':, 1 i

memenuhi persyaratan sebagai berikut :
_a. APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dan

b Keputusan , Kepala Dcsa , tentang Pengangkatan',, 1 ;;

Bendahara Desa .



| . (3)

Penyaluran ADD dari Rekemng Kas Umum Daerah Ke _'
-rekening kas Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) e

= 'dllakukan 2 (dua) tahap

b Tahap 1I sebesar 50% (11mapu1uh perseratus) d1lakukan o

- setelah Desa menyampalkan laporan bulanan realisasi- .
,APBDesa m1n1ma1 5 ‘bulan daribulan Januari sampai f; el
‘dengan bulan Me1 tahun bte]alan yang telah d1evalua31 S

(4)

5)

(8)

a. Kepala Desa menyusun anggaran kas Desa setelah 5

' b. Pencairan dana dari kas Desa d1lakukan setlap bulan’, &
“setelah mendapat rekomendasi ~ Camat sesuai -

- a. Tahap I sebesar 50% (11mapu1uh perseratus) dﬂakukan
~setelah - Desa ‘melengkapi persyaratan Asebaga1mana i

' tersebut pada ayat (2), dan

- Camat

Pemenntah Desa membuka rekemng pada bank yang

d1tun_]uk berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD_._; S
i sebagalmana d1maksud padaayat (3) kepada Bupati me1a1u1 LY
~ Kepala ©  Badan Pemberdayaan " Masyarakat Dan. S
f’Pemenntahan Desa setelah mendapatkan rekomendas1 -
- Camat setempat . R , )
(6) Kepala - Badan ' Pemberdayaan Masyarakat dan L
‘ VPemerlntahan Desa meneruskan permohonan sebaga1mana B
: ~dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati me1a1u1 Sekretarls. Al
- Daerah Selaku ‘Pengguna Anggaran PPKD. N
~(7) PPKD menyalurkan ADD dari- rekemng kas Daerah secara",i"f
o langsung ke rekemng kas Desa B RAVEN . e

Pencairan ‘dana pada Bank harus d1tandatangan1 oleh "

Kepala Desa ‘dan Bendahara Desa yang d11akukan dengan :

mekamsme sebagau benkut

dltetapkannya APBDesa '

‘kebutuhan sebagalmana tertuang dalam anggaran kas;

.}_'C.:Dalam hal pencairan . dana dar1 kas Desa - tldak

~e. Untuk membenkan | rekomenda31 : sebagainiana_ e

‘dilakukan set1ap bulan ‘maka Desa dapat mencairkan

- ‘dana“dari kas. Desa sesuai dengan kebutuhan bulan 1,_}
L sebelumnya dltambah bulan berjalan sebagaimana = -
- . tertuang ‘dalam anggaran kas : ‘sct_elah r_nendapat '

. rekomendas1 Camat

d. Penga_]uan permohonan rekomendas1 kepada Camat e
- ~dilengkapi dengan ‘laporan  realisasi penggunaan

 anggaran yang telah dlcalrkan sampa1 dengan bulanv i

Go sebelumnya dan- SPJ dan

”Hrdlmaksud ‘pada - “huruf- ~Camat . berkewa_]lban"
mengevalua31 SPJ Desa yang bersangkutan ' :




BAB V ;
PELAPORAN

Pasal 7

(1) Laporan reahsas1 ADD tenntegras1 dengén leporénp f“‘“ﬁ'
“realisasi APBDesa, sehmgga bentuk laporannya adalah e

laporan reahsa31 APBDesa

(2) Bentuk laporan reahsas1 atas- keglatan keglatan dalam
T APBDesa, adalah sebaga1 ber1kut : ~ -

S a. Laporan “bulanan reahsa51 APBDesa d1sampa1kan> |

. paling ‘lambat tanggal 10 bulan benkutnya setelah
‘bulan berjalan;

b. *Laporan semester pertama d1sampa1kan pahng lambat“. e

’ pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan

“c. _Laporan semester akhlr tahun d1sampa1kan pahng‘
S f,lambat pada akhir bulan J anuan tahun benkutnya

(3) Penyampa1an laporan sebagalmana dimaksud' pada ayat 2‘ e

_ditandatangani = oleh ¢ Kepala Desa selaku  pemegang
- kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dls‘azmpalkanr“
s kepada Bupat1 me1a1u1 Camat ' O R . -

, “(4) Lapora.n sebagalmana d1maksud pada ayat (3) dlevaluasj L

oleh Camat

S - PasalS G i
VBupau menunda penyaluran ADD tahap II dalam hal

Kepala Desa tidak menyampaikan ~ laporan realisasi
penggunaan APBDesa sebagaumana dlmaksud dalam Pasal o
- 6 ayat (3) hurufb o o S Tt

i PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

8 Laporan pertanggung]awaban : ADD tenntegras1 l deﬁgan ;
- laporan- pertanggung]awaban'j APBDesa dalam pengelolaany _
: ,keuangan Desa PR SRR ST S

S BAB VII i
KETENTUAN PENUTUP T

Pasal 10

' '"}Dengan berlakunya Peraturan Bupatl ini, rhaka Peraturan

 Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara '

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagalmana telah diubah S

~dengan Peraturan Bupati- Bengkahs Nomor 25 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkahs Nomor

17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Aloka31_ e

fv,Dana Desa d1cabut dan d1nyatakan tldak berlaku lagi.




Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 18 Januari 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS

—2==\

2

L4

H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 18Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

. HANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 10




